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ABSTRACT

This study aims to determine the legal protection for workers in a certain time work
agreement (pkwt) in Indolima Perkasa, which is related to the Specific Time Work Agreement
already regulated in Articles 50-59 of Law Number 13 the Year 2003 concerning Manpower.
The implementing regulations are regulated in the Decree of the Minister of Manpower
and Transmigration Nomor KEP-1 - / MEN / X / 2004 which regulates the Provisions for
the Implementation of a Specific Time Work Agreement. The methods used by researchers
are Methods The research method used in this study is a type of empirical legal research,
namely research that seeks to identify laws that exist in a society to know other symptoms.
To produce a combination of theory and field practice. The nature of the research used is
the nature of qualitative descriptive research. The results show that: Protection of workers
who use a Fixed Time Work Agreement (PKWT) as stipulated in Law Number 13 of 2003
concerning Manpower and its implementing regulations, namely in Article 59 paragraph (
1) Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which states that a work agreement for
a certain time can only be made for certain jobs which according to the type and nature or
activity of the work will be completed within a certain time
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PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU (PKWT) DI INDOLIMA PERKASA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja dalam
perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) di indolima perkasa,yang berkaitan dengan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sudah diatur pada Pasal 50-59 Undang-Unang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan pelaksanaannya diatur dalam Keputusam
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomro KEP-1--/MEN/X/2004 yang mengatur
tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Metode yang digunakan
peneliti adalah: Metode Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
Jjenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hokum
vang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.
Sehingga menghasilkan gabungan antara teori dan praktik lapangan. Sifat penelitian
vang digunakan adalah sifat penilitian diskrviptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukan
bahwa: Perlindungan terhadap pekerja yang memakai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang
menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu

Kata Kunci: Waktu, tertentu, pekerja, perjanjian

A. PENDAHULUAN realisasiPasal tersebutmaka pemerintah
membentuk Undang-Undang Nomor

Pembangunan merupakan upaya 13 T3hun 2003 tentangKetenagakerjaan.

yang diarahkan iuntuk memperoleh
taraf hidup yang lebih  baik.
Pembangunan merupakan sarana bagi
mencapai kesejahteraan manusia. Pasal
27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945
berisi tiap-tiap warga Negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan. Sebagai wujud
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Pasal 1ayat (2) Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menyatakan, Tenaga kerja adalah
setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang
dan/ataujasa baik untuk memnuhi
kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
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Satjipto  Rahardjo  (2000:  54)
berpendapat perlindungan hukum
adalah memberikan  pengayoman

terhadap HAM yang dirugikan
orang lain dan perlindungan itu di
berikan kepada masyarakat agar
dapat menikmati semua hak-hak yang
diberikan oleh hukum.

Hans Hendrik Brydensholt dan
Kristine Yigen (2007: 237 menulis:

Each individual’s legal protection
is the fundamental pillar of human
rights since an individual’s protection
in relationship to the state constitutes
the point of the departure and the basis
of these rights.

Menurut Hans Hendrik Brydensholt
dan Kristine Yigendi atas bahwa
perlindungan hukum masing-masing
individu adalah pilar dasar hak asasi
manusia karena perlindungan individu
dalam hubungan dengan konstitusi

negara merupakan titik tolak dan dasar
hak-hak ini

Menurut  ketentuan = Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan
adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan tenaga kerja
pada wajtu sebelum, selama dan
setelah selesainya masa hubungan
kerja. Tenaga kerja alah objek, yaitu
setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan untuk menghasilkan barang
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atau jasa, untuk kebutuhan sendiri dan
orang lain. Pekerja adalah setiap orang
yang bekerja untuk orang lain dengan
menerima upah berupa uang atau
imbalan dalam bentuk lain. Pemberi
kerja adalah orang perseorangan atau
badan hokum yang mempekerjakan
orang lain dengan membayar upah
atau imbalan dalam bentuk lain.

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) terkadang melanggar
akan pemenuhan hak-hak pekerja yang
biasa disebut dengan pekerja kontrak.
Hal ini disebabkan karena pekerja
kontrak ada pada pihak yang lemah.
Hubungan kerja PKWT dilaksanakan
berdasarkan suatu perjanjian antara
pekerja dengan perusahaan dengan
lisan yang dianggap remeh oleh
pekerja. Sesuai dengan syarat-syarat
perjanjian kerja yang tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan yaitu pasal
51-54 terdapat ketentuan bahwa dalam
membuat surat perjanjian haruslah
ada itikad baik yang melandasi setiap
perjanjian sehingga isi perjanjian
kerja tersebut mencerminkan adanya
keseimbangan antara hak dan kewaiban
masing-masing pihak. Dalam praktek
pelaksanaan pendaya gunaan pekerja
berdasrka Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu lebih merugikan pihak pekerja
seperti missal pengajuan target-target
pekerjaan yang sulit untuk dicapai oleh

Vol 3, No. 3, November 2020



pekerja, ketidak adanya oesangong,
upah yang kurang dari UMK, ketidak
dapatnya pekerja untuk ikut serta
dalam serikat pekerja dikarenakan
pekerjaannya sebagai pekerjaan tidak
tetap.

Dalam  peraturan  perundang-
undangan, Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu sudah diatur pada Pasal 50-59
Undang-Unang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Peraturan
pelaksanaannya diatur dalam
Keputusam Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomro KEP-1--/
MEN/X/2004 yang mengatur tentang
Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu. Praktek pelaksanaan
PKWT banyak terjadi penyimpangan
dari perusahaan, terutama dalam
pemenuhan perlindungan hokum bagi
pekerja tidak tetap atau pekerja kontrak
yang seharusnya memenuhi kriteria-
kriteria yang telah disebutka dalam
perundang-undangan sebagai landasan
hokum. Hal ini menjadi bukti bahwa
hokum daapat dikalahkan dengan
kepentingan perekonomian.

Sebenarnya tidak ada larangan
hukum bagi perusahaan untuk
menerapkan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT), karena semua itu
sudah diatur secara jelas dan tegas oleh
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal
56 ayat (1) Undang-undang Nomor 13
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Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dikenal duabentuk perjanjian kerjayang
berdasarkan waktu, yaitu Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
(PKWTT). Hal ini didukung oleh
penelitian Kusuma (2019) menemukan
hasil bahwa pelaksanaan perjanjian
kerja waktu tertentu di CV. Wijaya
Steel belum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dimana
perjanjian kerja waktu tertentu yang
dibuat dalam bentuk lisan seharsunya
berubah menjadi perjanjian kerja waktu
tidak tertentu.

Sementara itu, Perjanjian Kerja
untuk Waktu Tertentu (PKWT) diatur
untuk  memberikan  perlindungan
bagi tenaga kerja, dengan dasar
pertimbangan agar tidak terjadi dimana
pengangkatan tenaga kerja dilakukan
melalui perjanjian dalam bentuk
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
untuk pekerjaan yang sifatnya terus-
menerus atau merupakan pekerjaan
tetap/permanen suatu badan usaha
(Falentino Tampongangoy, 2013 : 148)

Perlindungan pekerja/buruh
melalui pengaturan perjanjian Kkerja
waktu tertentu (PKWT) ini adalah
untuk memberikan kepastian bagi
mereka yang melakukan pekerjaan
yang sifatnya terus-menerus tidak akan
dibatasi waktu perjanjian kerjanya.
Sedangkan wuntuk pengusaha yang
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menggunakan melalui pengaturan
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
ini, pengusaha diberikan kesempatan
menerapkannya untuk pekerjaan yang
sifatnya terbatas waktu pengerjaannya,
sehingga pengusaha juga dapat
terhindar dari kewajiban mengangkat
pekerja/buruh tetap untuk pekerjaan
yang terbatas waktunya (Falentino
Tampongangoy, 2013 : 148)

Berdasarkan hasil pra penelitian,
maka penting untuk dilakukannya
kajian lebih mendalam akan seluk-
beluk perlindungan pekerja yang
berdasar Perjanjian Waktu Tertentu
sehingga dapat dimengerti benar akan
hak-hak dan kewajiban apa saja yang
harus dilakukan oleh pihak-pihak yang
terkait dalam kegiatan hubungan kerja
berdasarkan perjanjian kerja khususnya
yang terdapat dalam Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu di PT Indolima Perkasa.
Oleh karena itu penulis ini memilih
judul : “Perlindungan Hukum Bagi
Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) Di PT Indolima
Perkasa”.
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B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan

dalam penelitian ini adalah
jenis  penelitian hukum empiris,
yaitu  penelitian yang berusaha

mengidentifikasi hokum yang terdapat
dalam masyarakat dengan maksud
untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.
Sehingga menghasilkan gabungan
antara teori dan praktik lapangan. Sifat
penelitian yang digunakan adalah sifat
penilitian  diskriptif kualitatif. Lokasi
Penelitian

Untuk memperoleh data yang
diperlukan, maka penulis melakukan
penelitian dengan mengambil lokasi
di PT Indolima Perkasa. Pemilihan
lokasi tersebut didasarkan kepada
perimbangan bahwa di PT Indolima
Perkasa memiliki karyawan dengan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
yang harus dilindungi melalui BPJS
Ketenagakerjaan.Popolasi
Populasi menurut Suharsimi Arikunto
(2010: 173) adalah keseluruhan subjek
penelitian. Subjek penelitian meliputi
pihak-pihak yang mengetahui seluk
beluk di PT Indolima Perkasa. Subjek
penelitian berjumlah 15 karyawan di PT
Indolima Perkasa.

dan Sampel:
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Diagram Kerangka Konseptual

-

DR

LD MRl Tahun 1945
KUH Perdata

Ul Mo, 13 Tahun 2003
U Mo. 24 Tahun 2011
PP Mo. 53 Tahun 2012

Landasan Teori

|

Perlindungan Hukum

Pekerja dengan Sistem
Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu

Faktor-faktor yang |
Mempengaruhi
Perindungan Hukum :

: Terwujudnya Ferlindungan Hukum PEWT melalui BRJS
Ketenagakerjaan

C. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Deskripsi Umum Tentang Perusahaan
Pengadaan Jasa PT Indolima Perkasa
(Makassar)

PT Indolima Perkasa didirikan pada
tanggal 15 Agustus 1995. PT Indolima
Perkasa adalah perusahaan dengan
jenis pemasaran yang dilakukan dengan
awerness tingkat ritel atau konsumen
terhadap produk seperti program
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bonus atau hadiah, event, peningkatan
konsumen dan lain-lain.

Hasil wawancara dengan Bapak
Yusuf pada tanggal 1 Maret 2020 dari
bagian regional coordinator di PT
Indolima Perkasa (Makassar) memberi
penjelasan bahwa perusahaan
memiliki pekerja yang berjumlah 202
orang, yang terdiri dari :

ini

1. Pekerja tetap sebanyak 2 orang

2. Pekerjan tidak tetap sebanyak 200
orang
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Dalam menjalankan kerja
perusahaan PT Indolima Perkasa
mempunyai Visi Misi. Misi PT Indolima
Perkasa yaitu menciptakan karya anak
bangsa yang dapat mewarnai duunia
agency International. Visi PT Indolima
Perkasa adalah memberikan pelayanan
plus dan beda dikarenakan ingin
membahagiakan orang-orang yang
kita sayangi, keluarga, lingkungan
bangsa dan agama. Maksud dan tujuan
perusahaan PT Indolima Perkasa adalah
berusaha di bidang-bidang

1. Bertindak selaku agency antara
client dan pekerja.

2. Bertindak selaku penyelenggara
event.

3. Berusaha di bidang Pengadaan jasa
untuk pihak pertama.

4. Selaku administrasi para pekerja.

Perlindungan Hukum Terhadap
Pekerja Dalam PKWT Di PT Indolima
Perkasa

Secara umum tentang perlindungan
terhadap pekerja telah diatur dalam
Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun
belakangan ini dalam masyarakat
banyak terjadi keresahan terutama
tentang pekerja/buruh yang
melakukan pekerjaan dengan sistem
kontrak. Keresahan dari masyarakat
itu timbul karena dalam kenyataannya
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terdapat perbedaan kesejahteraan yang
sangat mencolok yang diterima oleh
pekerja dengan sistem kontrak jika
dibandingkan dengan pekerja tetap.

Pada  kenyataannya  sekarang
ini di tengah adanya keresahan
dari masyarakat tersebut, justru
banyak perusahaan-perusahaan
yang mempunyai kecenderungan
untuk memakai para pekerja dengan
sistem kontrak tersebut, dan pada
umumnya dilakukan melalui pihak
ketiga atau dikenal dengan istilah
perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.
Jadi perusahaan yang membutuhkan
pekerja/buruh baru untuk bekerja di
perusahaannya dapat meminta kepada
perusahaan penyedia jasa tenaga kerja
untukmencarikanpekerja/buruhsesuai
dengan kriteria yang diinginkannya.

Jika diperhatikan ketentuan yang
terdapatdalam Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
pelaksanaan pekerjaan dengan sistem
kontrak bukanlah hal yang dilarang,
karena dalam kenyataannya ada 2 (dua)
bentuk pelaksanaan perjanjian kerja
waktu tertentu yang dipraktekkan,
yaitu ada Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) yang dilakukan antara
pekerja/buruh dengan perusahaan
penyedia jasa tenaga kerja dimana
pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) yang dilakukan antara
pekerja/buruh dengan perusahaan
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penyedia jasa tenaga kerja ini lebih
dikenal dengan istilah outsourcing.

Pada Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) yang dilakukan antara
pekerja/buruh dengan perusahaan
penyedia jasa tenaga kerja ini lebih
dikenal dengan istilah outsourcing,
diman pekerja/buruh yang berada
di bawah Perusahaan Penyedia Jasa
Tenaga Kerja akan dipekerjakan kepada
perusahaan lain yang memberikan
pekerjaan kepada Perusahaan Penyedia
Jasa Tenaga Kerja. Meskipun bekerja
di perusahaan pemberi pekerjaan,
namun semua tanggung jawab
terhadap pekerja berada di Perusahaan
Penyedia Jasa Tenaga Kerja. Dengan
kata lain pekerja/buruh yang ada
di Perusahaan dipekerjakan atas
nama Perusahaan Outsourcing untuk
melakukan pekerjaan yang diberikan
kepada  Perusahaan  Outsourcing
oleh perusahaan pemberi pekerjaan.
Dasar hukum dalam pelaksanaan hal
sebagaimana diterangkan di atas adalah
Pasal 64 Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
yang berbunyi : perusahaan dapat
menyerahkan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan lainnya
melalui  perjanjian ~ pemborongan
pekerjaanatau penyediaanjasa pekerja/
buruh yang dibuat secara tertulis.

Di samping itu juga ada Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang
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dilakukan oleh pekerja/buruh dengan
perusahaan secara langsung, tanpa
melalui perusahaan penyedia jasa
tenaga kerja, seperti yang penulis bahas
dalam permasalahanini. Pada Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang
dilakukan  antara  pekerja/buruh
dengan perusahaan pemberi pekerjaan,
pekerja/buruh menjadi pekerja/buruh
atau karyawan dari perusahaan yang
mempekerjakan mereka, hanya saja
mereka dipekerjakan untuk jangka
waktu tertentu dan selesainya suatu
pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian di PT
Indolima Perkasa, kegiatan diantara
berupa Salesforce, activation dan Event.

Hasil wawancara dengan Bapak
Yusuf, pada tanggal 3 Maret 2020 di
kantor PT Indolima Perkasa yang
menerangkan bahwa PT Indolima
Perkasa dalam membuat perjanjian
kerja waktu tertentu dengan pekerjanya,
setidaknya telah memenuhi syarat
sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesepakatan dengan
klien antara HRD pusat dengan
klien.

2. Terdapat hubungan kerja antara
pekerja dan pengusaha dengan
adanya perjanjian kerja waktu
tertentu yang telah disepakatai
ketiga belah pihak (klien, agency
dan pekerja) dengan ditanda
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tanganinya surat perjanjian kerja
tersebut.

3. Perjanjian keja dibuat dalam bentuk
tertulis dan menggunakan bahasa
indonesa dan tanda tangan di atas
materai 6000.

Menurut pasal 59 ayat 1 Undang-
Undang Ketenagakerjaan menyebutkan
yang menjadi objek perjanjian dalam
perjanjian kerja waktu tertentu yaitu:

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau
sementara sifatnya

2. DPekerjaan yang penyelesainnya
dalam waktu yang tidak terlalu
lama dan paling lama 3 (tiga) tahun.

3. Pekerjaan yang bersifat musiman.

4. Pekerjaan yang  berhubungan
dengan klien baru yang masih
dalam masa percobaan atau
penjajakan.

Darihasil wawancara tersebut dapat
diketahui jenis pekerjaan yang menjadi
objek perjanjian kerja waktu tertentu
di PT Indolima Perkasa yang bergerak
dibidang agency atau penyedia jasa.
Namun jenis pekerjaan yang dilakukan
PT Indolima Perkasa kurang sesuai
dengan yang diatur dalam pasal 59 ayat
1 Undang-Undang Ketenagakerjaan
yang berupa pemyelesaian dalam waktu
yang tidak terlalu lama paling lama
3 tahun sedangankan di PT Indolima
Perkasa hanya sampai 1 tahun saja.
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Tujuan adanya hukum
ketenagakerjaan dibuat adalah untuk
memberikan  perlindungan  bagi

pekerja pada khususnya. Hak dan
kewajiban pekerja dan pengusaha
diatur dalam undang-undang
Ketenagakerjaan. Sebelum mengetahui
bentuk perlindungan yang diberikan
perusahaan  pengadaan jasa PT
Indolima Perkasa terhadap pekerjanya,
maka diuraikan hak dan kewajiban
masing-masing pihak baik itu dari
pihak pertama atau klien, pihak kedua
atau pengusaha dan pihak ketiga
atau pekerja yang tercantum dalam
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
Kewajiban Pihak ketiga atau pekerja
terdapat dalam pasal 8 Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) yaitu :

1. Pekerja wajib mentaati segala
peraturan tat tertib yang berlaku,
termasuk ditempat mitra pengusaha
dan ditempat lokasi kerja yang
ditetapkan.

2. Pekerja wajib melaksanakan tugas
yang diberikan oleh pengusaha

sesuai dengan jabatan masing-
masing.
3. Pekerja berkewajiban  berhasil

mewujudkan target kerja yang
telah ditetapkan dan pencapaian
Key Performace Indicators (KPI).

4. Bahwa pekerja dilarang
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a. Memalsukan data yang
dikumpulkan dan pemalsuan
lainnya.

b. Meninggalkan pekerjaan tanpa
keterangan yang jelas.

c. Tidak masuk kerja tanpa
memberi kabar

d. Mencuri, menggelapkan,
menghilangkan barang-barang
milik pengusaha maupun mitra
kerja pengusaha.

e. Merusak nama baik pengusaha
dan mitra kerja pengusaha.

f. Membocorkan  dan  atau
memberi informasi kepada
pihak lain tentang segala
sesuatu  yang dirahasiakan
oleh pengusaha, baik selama
perjanjian ini  berlangsung
maupun setelah berakhirnya
perjanjian ini.

g. Pelanggaran terhadap butir
ade & f tersebut diatas,
berakibat adanya tuntutan
hokum dari pengusaha kepada
pekerja.

h. Bagi pekerja yang
bekerjanya diwajibkan untuk
menggunakan/memiliki motor
maka motor yang dipergunakan
harus sesuai dengan spesifikasi
yang dibutuhkan oleh
pengusaha.

Pekerja wajib mematuhi dan
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melaksanakanperjanjianinimaupun
ketentuan perundanglainnya

6. Pekerja bersedia dipindahkan
sewaktu-waktu oleh pengusaha
saat ada kebutuhan mutasi.

Hak pekerja atau pekerja yang juga
merupakan kewajiban dari pengusaha,
yang tercantum dalam Pasal 9 Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu yaitu:

1. Bahwa pengusaha wajib membayar
gaji kepaada pekerja sebagaimana
yang ditentukan.

2. Bahwa pengusaha/mitra
pengusaha dan atasan langsung
pekerja, memiliki wewenang untuk:

a. Memberi perintah dan atau
pekerjaan yang layak kepada
pekerja

b. Menugaskan pekerja secara
tertulis untuk melakukan kerja
lembur dengan mengindahkan
peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

c. Menuntut suatu presatis kerja
sesuai dengan yang telah
ditetapkan oleh pengusaha/
mitra pengusaha baik menurut
perjanjian ini maupun
kebijakan yang ditetapkan oleh
pengusaha/mitra pengusaha.

d. Menetapkan tata tertib yang
berlaku seperti menetapkan
sanksi atas pelanggaran yang
dilakukan pekerja.
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Berikut adalah  bentuk-bentuk
perlindungan hukum terhadap pekerja
di PT. Indolima Perkasa Makassar
yaitu, bentuk perjanjian terhadap
pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) yang penulis temukan di PT.
Indolima Perkasa Makassar.

Perlindungan terhadap pekerja
yang memakai Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) sebagaimana telah
diatur dalam Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan
peraturan pelaksanaannya, yaitu dalam
Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
yang menyebutkan bahwa Perjanjian
kerja untuk waktu tertentu hanya dapat
dibuat untuk pekerjaan tertentu yang
menurut jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai dalam waktu
tertentu, yaitu:

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau
yang sementara sifatnya;

a. Pekerjaan yang diperkirakan
penyelesaiannya dalam waktu
yang tidak terlalu lama dan
paling lama 3 (tiga) tahun;

b. Pekerjaan yang
musiman; atau

bersifat

c. Pekerjaan berhubungan dengan
produk baru, kegiatan baru,
atau produk tambahan yang
masih dalam percobaan atau
penjajakan.
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1. Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja

Demi menunjang Kkinerja para
pekerja maka dibuat upaya untuk
melindungi keselamatan kerja dan
keamanan bagi tenaga kerja atau
biasa dikenal dengan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek). Jamsostek
diatur didalam Pasal 99 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang menyatakan
bahwa :

a. Setiap pekerja / buruh dan
keluarganya berhak untuk
memperoleh jaminan sosial
tenaga kerja,

b. Jaminan sosial tenaga kerja
sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Dalam hal ini penyelenggara
Jamsostek adalah BPJS (Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga
Kerja). Program jaminan sosial tenaga
kerja terdiri dari berikut ini.

a. Jaminanberupauangyangmeliputi:

1) Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK)
2) Jaminan Kematian (JK)
3) Jaminan Hari Tua (JHT)
b. Jaminan  berupa pelayanan,
yaitu  Jaminan  Pemeliharaan
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Kesehatan (JPK). Pelaksanaan BPJS
Ketenagakerjaan dalam perusahaan

kecil sampai perusahaan
menengah, bahkan perusahaan
skala besar terkadang terjadi

pelanggaran BPJS Ketenagakerjaan
disebabkan karena beberapa faktor
antara lain, para pekerja / buruh
tidak  diikutsertakan  kedalam
program BPJS Ketenagakerjaan
atau apabila diikutsertakan tidak
sepenuhnya mematuhi ketentuan
hukum. Berdasarkan ketentuan
Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jamninan
Sosial yang menegaskan bahwa
“Pemberi kerja secara bertahap
wajib mendaftarkan dirinya dan
pekerjanya sebagai peserta kepada

BPJS sesuai dengan program
Jaminan Sosial yang diikuti”.
Kemudian ditegaskan kembali

dalam ayat (2) “Pemberi kerja,
dalam melakukan pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib memberikan data dirinya
dan Pekerjanya berikut anggota
keluarganya secara lengkap dan
benar kepada BPJS”.

Ketentuantersebutjelas,bahwaBPJS
Ketenagakerjaan tidak membedakan
status hubungan kerjanya, baik itu
pekerja tetap, harian lepas, borongan
maupun perjanjian kerja waktu tertentu
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atau besar kecilnya perusahaan,
kemudian pembayaran upah BPJS
Ketenagakerjaan berdasarkan upah
minimum atau upah pokok saja.
Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan
di PT Indomalia Prakarsa Makassar
mempunyai 200 pekerja, tetapi
hanya sebanyak sebagian saja
pekerja / buruh yang diikut sertakan
BPJS Ketenagakerjaan. Pengusaha
membayar upah BPJS Ketenagakerjaan
berdasarkan upah minimum atau
upah pokok saja. Akibatnya, jumlah
iuran BPJS Ketenagakerjaan rendah
termasuk didalamnya iuran Jaminan
Hari Tua yang diperoleh oleh pekerja
/ buruh pada saat usia pensiun tiba
nilainya sangat kecil. Hal ini jelas
merupakan  pelanggaran  hukum.
Persoalannya, kondisi demikian terjadi
dengan pembiaran yang berlarut-larut
tanpa adanya tindakan dan penegakan
hukum oleh pemerintah, dimana
merupakan tugas pegawai pengawas
ketenagakerjaan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan
pembahasan yang telah dilakukan pada
bab sebelumnya, peneliti memperoleh
kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap pekerja
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
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(PKWT) di PT. Indolima
Perkasa Makassar terdapat lima
bentuk perlindungan hukum
yaitu, Perlindungan Terhadap
Pekerjaan  Yang Bersifat
Permanen dan perlindungan
terhadap upah, Jangka Waktu
Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, perlindunganjaminan
sosial kerja dan Perlindungan
ukum Pekerja Dalam PKWT.

2. Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) Di PT
Indolima Perkasa terdapat 5
faktor yaitu faktor hukumnya
itu sendiri, faktor penegak
hukum, faktor sarana dan
prasarana, faktor kesadaran
hukum (masyarakat) dan faktor
budaya hukum.

Saran

Berkaitan dengan penelitian ini,

penulis dapat memberikan saran
sebagai berikut :
1. PT Indolima Perkasa

diharapkan menerapkan PKWT
yang sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang. Sehingga
perlindungan yang diberikan
Undang-Undang terhadap
karyawan dapat berjalan sesuai
dengan sebagaimana mestinya.
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2. PT Indolima Perkasa diharapkan
mencatatkan PKWT tersebut
sehingga menjamin kepastian
hak dan kewajiban para
pihak. Pemerintah khususnya
Disnaker agar melakukan
pembinaan dan pengawasan
terhadap perusahaan-
perusahaan yang menerapkan
perjanjian kerja ini. Karena
tanpa adanya peran dari
pemerintah hal tersebut tidak
akan dapat berjalan dengan

baik.
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